KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR jos TAHUM 2010

TENTANG
PEMETAPAN REPOSISI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) MEGER!N

Lo e
PAGARAN TAPAH DARUSSALAM MENJADI )
SEKOLAM MENENGAH KEJURUAN {SWMIK) NEGERI 1

PAGARAN TAPAH DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU
BUPATI ROKAN HULU,

Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Momor,

- 2814/C/OT/2000, Tanggal 11 April 2000 tentang Pembukaan dan
Penegerian Sekolah.

Menimbang - |

Membaca

bahwa untuk pemerataan dan perluasaan skscs Pendidikan

l ; pada jenjang Sekolah Menengah. Kejuruan (SidK) dalam

mendukung Rasio SMA : SMK = 33 : 87 di Tzhun 2074

. : dipandang perlu meningkatkan jumiah Unit Sekolzh Baru
\""I i

] Sekolah Menengah Kejuruan; o

\ b. bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Peogaren

: Tapah Darussalam sesuai dengan Keputusan Supati

Rokan Hulu Nomor 134 Tahun 2008 tanggal 31 ieret 2033

lentang Perubahan Status Sekolah Menengah Atzs {ShAA)

Swasta menjadi Sekolah Menengah Atas (Sha) Negan G

lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Huly Tahun 2008

dan telah menamatkan siswa sejak Tahun Pelz
2007/2008 dan telah berjalan dengan bail:

¢. bahwa warga Sekolah, Pemerintah Kecamaian Pagzran
Tapah Darussalam serta Masyarakal Desa Rimbo Makmur
(Lokasi Sekolah) ‘menginginkan perubahan  Sskolah
Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pagaran Tapah
Darussalam menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Negeri 1 Pagaran Tapah Darussalam, sesuai dengan Surat

jaran

e

C Permohonan Nomor 408/421.3/2010 tanggal 03 Maret 2010:

bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada hurui a,b dan ¢
di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupali Rokan Hulu
tentang Penetapan Reposisi Sekolah Menengzh Alas (SMA)
Negeri 1 Pagaran Tapah Darussalam menjagi Sekslzh
4 ' Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pagaran Tapah

Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. _
Undang-undang Republik Indoncsia Nomer 33 T

23 Tanua 1Y¥ug
lentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupzsien
Rokan Hulu,

Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaien Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republic
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lemberan
Negara Republik Indonesia Nomor 3802) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undzng
Republik Indonesia Nomor 34 Tshun 2008, temiang
Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Rapulsiik indenesia
Nomor 53 Tahun 4999 (Lembaran * Negera  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambhzhor Lamparan
Negara Republik Indonesia Nomor 4580);

"-1_’:& noingat LG

__ __
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10.

11

12,

13.

"Pemerintahan Daerah Kabupaien/Kola,

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sister
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesic
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran MNegars
Republik Indonesia Nomor 4301):

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 200<
lentang Pembentukan Peraluran Perundang-undangar.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Neor
4389): :

Undang-undang Republik Indonesia Momer 22 Tahun 200¢
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republix
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telak:
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 (Lembaran Negdra Republik Indonesia Tahun 2008

Nemor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4844); '

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintak Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
1980 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah divbah

dengan Peraturan Pémerintah Nomor 56 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor

91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3764); ' '

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 41,, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4496); :

Peraturan Pemerintah Rep;.:blik Indonesia Nor.or 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 200% Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Repubik © lonesia Nomor
4578):

Peraturan Pemerintah Republik Indonc-ia Nomer 38 TaHun
2007 tentang Pembagian Urusan |*emerintahan anlara
Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah Froninsi  dan

Peraturan Menteri Pendidikan Masional Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2006 tentiing Stundar Isi:

Peraturan Men' .. | undidikan Nasional Republik Indonesiz
Nomor 2™ "t uhun 2006 tentang Standar Kompel:'nsi Lulusan:
Peraturan Menteri Pendidikan Ni..ional Republik Indonesiu

Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengeloaan
Pendidikan; :

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republikx Indonesia

Momor 20 Tahun 2007 tentang Slandar Peniizizn
Pendidikan;



Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

14. Peraturan Menteri Pdndidikan Nasional Republik Indonesic
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesiz
Nomeor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Perselolahan Eidane
Pendidikan Dasar dan Menengah;

16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indenesia
Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

17. Keputusan Menteri Pendidikan Masicnal Repubik mdur'uelsi;:
Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah:

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.14-165 Tahus
2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan
- Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;

19. Peraturan Daerah Kabupalpn Rokan Hulu Nomor 22 Tahun

2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Rokan Hulu.

Perolehan Nilai dan Rekomendasi Penegerian SM
Instrumen Penilaian yang dibuat
Standar Pelayanan Minimal
Maret 2010.

1B.

K pads
oleh Tim Penilai berdasarkan
(SPM) suatu Sekolah tanggal 08

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Reposisi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri
Pagaran Tapah Darussalam NSS - 30.1.14.06.14.001 menjasi
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1° Pagaran Tapa®
Darussalam Kabupaten Rokan Hulu NSS : 50.1.14.08.14.004
yang beralamat di Desa Rimbo Makmur Kesamatan Pagaran

Tapah Darussalam dan dapat dimulai pada Tahun Pelajaran
2010/2011.

Pengelolaan dan Penyelenggaraan  Pendidikan pada Sekolzn
Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pagaran Tapah Darussalam
selanjulnya  akan  dilaksanakan  Pemerintah Kabupalen
Rokan Hulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal c.iel

ketentuan apabila dikemudian hari ternyat-~
dan perubahan dalam

§
ipkan dengan
wrdapal kekeliruan
pelaksanaan, diacakan perubahan dan

aikan sgbagaimana mestinva,
MENGE SAHP-PEFE! o Y

Ditetapkan .. Pasir Pengaraian
,PadaTangg /¢ April 2010,
i /BUPATL{(GIKAN HULU,
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27Relua Dewdp|Perwakilan Rakyat Daerah Kab, Rokan Hulu
idikan Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu

3,

4. Inspekiur Inspeklorat Kab. Rokan Huly
3. Ka. Badan Persncanaan Pemban
§. Ka.DPPKA Kab. Rokan Hulu
T
&
LY

. Ka. UPTD Dinas Pendidikan Pemuda d
. Kopala Sekolah Menengah Kejuruan |
. Arsip-

gunan, Penilition dan Pengembangan Dacrah Kub. Rokan Hulu

an Qlahraga Kecamatian Pagaran Tapah Darus..iiim
SMK) Negeri 1 Pagaran Tapah Darussalam



